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OVERVIEWKEWAJIBAN PEMOTONGAN 

PPh PASAL 21/26 BAGI PEMBERI KERJA 

ATAS PEGAWAI TETAP

PMK 168 TAHUN 2023 & PER -11/PJ/2025
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Aturan Ditetapkan / Berlaku 20
20

20
21

20
22

20
23

20
24

20
25

UU No. 7 Tahun1983 tentang Pajak Penghasilan(PPh) sttd UU No. 6Tahun 
2023tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta 
Kerja Menjadi UU.

31 Maret 2023

UU No. 7 Tahun2021 tentang HarmonisasiPeraturanPerpajakan 21 Oktober2021

PP No. 55 Tahun2022 tentang PenyesuaianPengaturandi BidangPajak Penghasilan(HPP) 20 Desember2022/
TanggalDiundangkan

PP No. 58 Tahun2023 tentang PemotonganPPhPasal 21 atas Penghasilansehubungandengan
Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan

27 Desember2023 /
1 Januari2024

PMK No. 168 Tahun2023 tentang PetunjukPelaksanaanPemotonganPPhsehubungandengan
Pekerjaan, Jasa atau KegiatanOrang Pribadi

29 Desember2023 / 
1 Januari2024

PER-2/PJ/2024 tentang Bentukdan Tata Cara PembuatanBukti PemotonganPPhPasal 21 
dan/atau PPhPasal 26 serta Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian, dan Tata Cara PenyampaianSPT 
Masa PPhPasal 21 dan/atau PPhPasal 26

19 Januari 2024 / 
Masa Pajak Januari 2024

PER-5/PJ/2024 tentang Perubahanatas PER-17/PJ/2021 TentangBentukdan Tata Cara Pembuatan
Bukti Pemotongandan/atau PemungutanPajak, Serta Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian, dan 
PenyampaianSPT Masa Bagi Instansi Pemerintah

16 Mei 2024 /
Masa PajakJuni2024

PMK No. 81 Tahun2024tentang KetentuanPerpajakandalam Rangka PelaksanaanSistem Inti 
Administrasi Perpajakan

1 Januari 2025

PER-11/PJ/2025tentang KetentuanPelaporanPajak Penghasilan, Pajak PertambahanNilai, Pajak 
Penjualanatas Barang Mewah, dan Bea Meterai dalam Rangka PelaksanaanSistem Inti 
Administrasi Perpajakan.

1 Januari 2025

Berlaku Dicabut/TidakBerlaku BerlakuSebagian

Aturan Terkait



Aturan Ditetapkan / Berlaku 20
20

20
21

20
22

20
23

20
24

20
25

PMK No. 252/PMK.03/2008 tentang PetunjukPelaksanaanPemotonganPajak atas
PenghasilanSehubungandenganPekerjaan, Jasa, dan KegiatanOrang Pribadi; 

31 Desember2008 /
1 Januari2009

PER-16/PJ/2016 tentang PedomanTeknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan 
PelaporanPajakPenghasilanPasal 21 dan/atau PajakPenghasilanPasal 26 Sehubungan
denganPekerjaan, Jasa, dan KegiatanOrang Pribadi (PER ini mencabut PER-32/PJ/2015  
(berlaku sejak7 Agustus2015)

29 September 2016 /
TanggalDitetapkan

PP No. 80 Tahun2010 tentang Tarif Pemotongandan Pengenaan
PPhPasal 21 atas Penghasilanyang menjadi beban APBN atau APBD

20 Desember2010 /
01 Januari2011

PMK No. 262/PMK.03/2010 tentang tentang Tata Cara PemotonganPajak PenghasilanPasal 
21 bagi PejabatNegara, PNS, AnggotaTNI, AnggotaPOLRI, dan Pensiunannyaatas
Penghasilanyang Menjadi Beban AnggaranPendapatandan BelanjaNegara atau Anggaran
Pendapatandan BelanjaDaerah

31 Desember2010/
1 Januari2011

PMK No. 16/PMK.03/2010 tentang Tata Cara PemotonganPajak PenghasilanPasal 21 Atas 
PenghasilanBerupaUang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, TunjanganHari Tua,

25 Januari2010 /
16 November 2009

PMK No. 66/PMK.03/2023 tentang PerlakuanPPhatas PenggantianAtau Imbalan
SehubungandenganPekerjaanatau Jasa Yang Diterima atau Diperoleh dalam Bentuk
Natura Dan/ Atau Kenikmatan

27 Juli 2023/
1 Juli 2023

Berlaku Dicabut/TidakBerlaku BerlakuSebagian

Aturan Terkait



Hitung Setor Lapor* Buat Bukti Potong**

Paling lambat
Tanggal15**
Bulan Berikutnya

Paling lambat
Tanggal20**
Bulan Berikutnya

*) SPT Masa PPh21 nihil wajib dilaporkan setiap bulan  kecuali dalam bulan tersebut:
1. Tidak ada pemberian penghasilankepada pegawaidan/atau
2. Tidak memiliki pegawai/pekerja/penerima penghasilan
Kecuali Masa Desember.

Setiap Masa Bagi Pegawai Tetap/Pensiunan Berkala:
Å BPMP - Bukti Pemotongan Bulanan Pegawai Tetap untuk selain

masa pajak terakhir.
Å BPA1 - Bukti Pemotongan Tahunan: untuk masa pajak terakhir

(Desember/Bulan BerhentiBekerja)

Bagi Selain Pegawai Tetap/Pensiunan Berkala
Å BP 21 - Bukti Pemotongan Selain Pegawai Tetap
Å Setiapbulan atau pemotongan. Bila dalam satu masa > 1 

pembayaran, maka cukup buat 1 bukti potong, kecuali bagi Pegawai 
Tidak Tetap dibayar harian atau rata-rata harianharus dibuat 
sejumlah hari kerja

dan menyimpan catatan/ 
dokumen perhitungan

Kewajiban Pemotong PPh Pasal 21 TahunPajak 2025

PENTING

Pemberian Bukti Potong ke Pegawai:
ÅBPMP hanyaberupa notifikasi ke pegawai.
Å BPA1 dan BP21 diterbitkan di Coretaxsudah dianggapdisampaikan

ke pegawaimelalui menu DokumenSaya di Coretaxmasing-masing 
jika pegawaitelah aktivasi akun Coretax

www.pajak.go.id

**) Bupot tidak perlu dibuat jika tidak adapembayaranpenghasilan. 
Bupot tetap dibuat dalam hal : 
1. Tidak adapemotongan PPhPasal 21 karenapenghasilan< PTKP
2. PPhPasal 21 nihil karenaSKB atau tarif 0%
3. PPhPasal 21 merupakan PPhPasal 21 DTP
4. PPhPasal 21 yang dipotong memperoleh fasilitas pajak sesuaiketentuan
5. PPhPasal 26 nihil berdasarkanP3B



Kapan Dibuat ?

Jenis Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 
Terkait Pembuatan A1/A2

www.pajak.go.id

BPA1/BPA2 - Bukti Pemotongan Tahunan

BPMP - Bukti Pemotongan Bulanan Pegawai Tetap

TahunPajak 2025

Setiap Masa Pajak 
(Januari s.d. Nov) atau
Bulan Sebelum Berhenti

Dasar Hitung

Tarif Efektif
Rata-Rata (TER

Kapan Dibuat ?
Khusus Masa Pajak 
Akhir (Desember) atau
Bulan Berhenti

Dasar Hitung

PenghasilanKena 
Pajak x Pasal 17 
UU PPh

Fungsi

SebagaipengurangPPh
terutang setahun saat
pembuatan BPA1

Fungsi

Sebagaibukti potong
bagipegawaidi SPT 
Tahunan Orang Pribadi
(terprefil otomatis )

Selama NIK 
Valid: Data 
pemotongan
PPh21 akan
ter-prefill 
otomatis
saat buat 
BPA1 (Non 
Editable)



Penentuan Masa Pajak Akhir 

www.pajak.go.id

Masa Pajak Terakhir adalah:
Masa Desember ;
Masa Pajakdi mana pegawaitetap berhenti bekerja; atau
Masa Pajakdi mana pensiunanberhenti menerima uang terkait

pensiun.

Masa Pajak Selain Masa Pajak Akhir
mencakup semua masa pajak lainnya dalam satu
tahun kalender, yaitu dari Januari hinggaNovember, 
kecuali jika pegawai berhenti bekerja sebelum
Desember

Kategori Masa Pajak Selain Masa 
Pajak Terakhir

Masa Pajak 
Terakhir

Metode Pemotongan PPhPasal 21 PembuatanBupot

Pegawai
Bekerja
Sepanja
ng Tahun

Å Jan s.d. Nov dihitung denganTarif Efektif Bulanan (TER). 
Å Desember dihitung denganmenjumlahkan seluruh

penghasilan setahun , dikurangi PTKP, lalu dikenakantarif
progresifPasal 17 UU PPh.

Å BPMPdibuat di Masa 
Jan. Nov

Å BPA1dibuat di Masa 
Desember

Pegawai 
Berhenti 
Bekerja 
di Bulan 
Juli

(bulan
berhenti
bekerja)

Å Januari s.d. Juni dihitung denganTarif Efektif Bulanan
(TER). 

Å Juli dihitung denganmenjumlahkan seluruh penghasilan
Januari-Juli, dikurangiPTKP, lalu dikenakantarif progresif
Pasal 17 UU PPh.

Å BPMP dibuat di masa 
Jan-Jun

Å BPA1dibuat di Masa 
Juli

TahunPajak 2025



Kewajiban Pemotong PPh Pasal 21 TahunPajak 2025

Kepada Pegawai Tetap atau PenerimaPensiunBerkala

Pasal 21 ayat (1) dan (2) PMK-168/PMK.03/2023

Mengembalikan 
Kelebihan Pemotongan 
PPh Pasal 21

Jika total PPhPasal 21 yang dipotong lebih besar dari PPhPasal 
21 terutang, maka pemotong pajak wajib mengembalikan
kelebihan potongannya tersebut kepada pegawai tetap , tidak
termasuk PPhPasal 21 yang DTP (DitanggungPemerintah)

Membuat Bukti 
Pemotongan dan 
Memberikannya 
kepada Pegawai Tetap

Pemotongpajak wajib membuat bukti pemotongan PPhPasal 21 
(Tahunan A1 melalui Coretax) dan memberikannya kepada
penerima penghasilan yang dipotong pajak.

www.pajak.go.id

Pasal 20 ayat (1) huruf b PMK-168/PMK.03/2023

Pengembaliankelebihan potongan PPhPasal 21 dan/atau
pemberian bukti pemotongan tahunan ini harus dilakukan paling 
lambat akhir bulan berikutnya setelah masa pajak terakhir (31 
Januari 2026 bagi Pegawai Setahun Penuh). 



Pegawai Tetap atau Penerima Pensiun Berkala

Bukti Pemotongan Tahunan (BPA1 atau BPA2)

Bagi PNS/ASN/TNI/POLRI 

atau PENSIUNANNYA

PER-11/PJ/2025

Bagi PegawaiSwasta


